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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PAI,ANGKA RAYA
NOMOR 4s TAHUN 2015

TEI\TTANG

PEDOMAN PEMBERI,AN TUGAS BEI,A"IAR, IAN BEI,A"IAR
DAN BE,ASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI UNGKUNGAI{ PEMERII{TAH KOTA PAI,ANGKA RAYA

DENGAN RAHIVIATTUHANYANG MAHA ESA

WATIKOTA PAI,ANGKA RAYA,

bahwa untuk meningkatkan kemampr:an dan profesionalisme

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya

berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangal Pegawai

Negeri Sipil melahli pendidikan berkelanjutan dalam bentuk

pemberian hrgas beleiar dan izin belajar;

bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor

595/D5.1 lTl2OOT perihal Larangan Kelas Jauh, Sr-gat Menteri

Dalam Negeri Nomor 892/3O3|SJ Tahun 2AA9 tentang Petunjuk

Pemberian Izin Bela{ar Pegawai Negeri Sipil, Surat Eclaran Menteri

Pendayagr.rnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 04 Tahun 2ol3 tanggal 21 Maret 2olg perihal

Pemberian T\rgas Belqiar darrlztrr Beladar bagi Pegawai Negeri Sipil,

mat€ Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor I" Tahun 2OOT

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Bek$ar Bagi

Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya dan

Peraturan Walikota Falangka Raya Nomor 5 Tahun 2AOg bntang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8

Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tata Ca.ra dan Persyaratan

Pemberian Ijin Bela$ar Bagi Pegawai di Lingktmgan Pemerintah I{ota

Palangka Raya perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Walikota

Palangka Raya terrtapg Pedoman Pemberian T\rgas Bela{ar, Izin

Belaiar dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kota Patrangka Raya;

undang-u:rdang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Kotapradja Palang!<a Raya fiembalan Negara Republik Lrdonesia

Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Irmhr:an Negara Republik

Indonesia Nomor 2753l,;

Mengingat : 1.

tl
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2. undang-undang Nornor 2O Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

78, Tarnbahan kmbaran Negarra Republik Indonesia Nomor a3o1);

S.Undang-UndarrgNomor12Tahun2oL|tentangPembenttrkan
PeraturanPerundang..Undangan(IrmbaranNegaraRepublik
Ind.onesia Tahr.rn 2011 Nomor 82, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523al;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparahrr sipil

Negara(IrmbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol4Nomor
6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9$;

5. Undang-tlndang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 N_omor

244, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

UndangNomorgTahun2a:-5firmbaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2OOO tentang Formasi

Pegawai Negeri sipil (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOO Nomor lg4, Tambalran Lembaran Negara Nomor 4015)

sebagaimana telah diubah dengan Pera.turan Pemerintah Nomor 54

T'ahun 2oo3 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor l22,Tasrbahan kmbaga Negara Nomor a332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

Panglra,t Pegawai Negeri Sipil firmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nornor 196, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nom.or 4Ot7) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2oo2 (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo2 Nomor 32, Tambahan l*mbeIran Negara

Republik Indonesia Nomor a193l;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2000 tentang

Pengangt<atan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Strutrtural

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan kmbaran Negara Nomor 4018), sebagaimana telah

diubah dengan Perairrran Pemerintah Nomor 13 Tahur 2OO2

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO2 Nomor 33,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor apal;
g. peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikarn

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 198, Tambahan l.embaran

Negara Nomor aOL9l;

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pe.mberhentian Pegawai Negeri

Sipil (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahr:n 2AO3 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturzn Pemerintah Nomor 63

Tahun 2OOg (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor

L6a\
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ll.Peraturan Pemenntah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Pendanaan

Pendidil<an (kmbaran Negara Reprrblik Indonesia Tahr:n 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a86!;
l2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 74, Taffrbahan kmbaran Negara Republik trndonesizr

Nomor 5135);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2OLl tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5258);

l,4.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 196l tentang Pemberian

Tlrgas Belqiar (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961

Nomor 2g4, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor lL78l;
l5.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2O Tahun 2oll

tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan

Tings perita Negara Republik Indonesia Tahun 2o1L Nomor 297);

l6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahrxt

2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada

Pendiciikan Tingg Eerita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor a33);

lT.Peraturan \{enteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2OL2 tentang

Pemberian Izin Belqiar dan Kenaikan Pang[<at Penyesuaian liazah

Pegawai Negeri Sipil di Ling!<r-rngan Kemerrterian Dalam Negeri

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor aa7\;

L8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 35 Tahun 2OI2 tentang

Analisis Jabatan di Ling!<ungan Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah (Berita Negara F.epublik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor a83);

lg.Peratrrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 95 Tahun 2OI3 tentang Beasiswa Unggulan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor Daal;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pembenhrkan Produk Hukum Daerah @erita Negara Republik

Indonesia Tah'un 2Ol4 Nomor 32);

2l.Peraturan Daerah Kota Palang[<a Raya Nomor 1 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perang!<at Daerah Kota Palangla

Raya (kmbaran Daerah Kota Palang!<a Raya Tahun 2015 Nomor 1,

Tambahan lernbaran Daerah Kota Palang!<a, Raya Nomor 1).
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MEMUTUSI(AN:

PERATUMI{ WALIKOTA PAI,ANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN TUGAS BE[,A"IAR, IZIN BEI,A"IAR DAN BEASISIYA

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PAI,ANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangla Raya.

3. Walikota adalah Walikota Palanglra Raya.

4. pegawai Negeri Sipil, selanjubrya disinglrat PNS, adalah PNS Aparatur Sipil Negara

di lingkungan Pemerintah Kota Palangla Raya.

S. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selarrjutrya disebut APBD,

adalah APBD Kota Palangka RaYa.

6. Sahran l6rja Perangkat Daerah yffE selanjubeya disebut SKPD, adalah Satuan

Kerja Perangtcat Daerah di ling!<ungan Pemerintah Kota Pahngka Raya.

Z. pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang

menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belafar

serLa p,emberian izin untuk belAjar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah

Kota Palanglra Raya dalam hal ini Walikota Palan$aRaya atauP-ujabatyang telah

d"iberikln kuasa dan wewenang atas nama Walikota.

8. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki

kewenangan dan kemamprran unh:k menyelenggarakan pendidikan sesuai

dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.

g. 1\rgas Belqiar adalah penugasan yang diberikan ole-h Pejabat berwenang kepada

pNS yang potensi dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke

jenjang yang leblh tinggi atau yang setara di lernbaga pendidikan formal yang

teralreditasi baik di dalam maupun di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan

serta h-rgas dinas sehari-hari sebagai PNS-

10. Izin Belqjar adalah trn yarry diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS

untuk mengikuti pendidikan forrnat yang terakrreditasi berdasarkan permohonan

PNS tanpa meninggalkan tugas kedinasan.

I1. Perjanjian T\rgas Flelajarllzn Belqiar adalah pedanjian terhrlis antara PNS tugas

belajar/lin Belajar dengan Walikota Patangka Raya atau Fejabat yarrg telah

diberikm ln1asa dan wewenang atas nama Walikota yang memuat syarat-syarat,

hak dal.r kew{iban para pihak sesuai Perahran Pemndang-Undangan.

L2. Beasiswa Pegawai Negeri Sipil adalah Pemberian Biaya Pendidikan oleh

Pemerintah Daerah kepada PNS terpilih pada kmbaga Pendidikan di dalam

negeri, luar negeri dan atau PNS berprestasi mencakup sebagran atau seluruh

biaya pendidikan.
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1g. pNS Malnsiswa lzin Belqiar yang berprestasi adalah PIrIS Mahasiswa Izin Bel4jar

yang mernerurtri kriteria dan Enarat yang t€lah ditentukan dalam Peraturan

Walikota ini.
L4. Seleksi Baperjakat adalah Seleksi yang dilakukan oleh Tim Baperjakat Kota

palanglra. Raya terhadap usulan SKPD yang berisi nama-nama yang diusulkan

untuk rnengikuti tes masuk di perguruan tinggi dalam rang!<a mendapatkan tugas

beleiar atau rzn belAiar.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya dising!<at dengan

BKpp adalah Badan K.epegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.

Kepa1a Satuan Keda Perangkat Daerah selanjutrrya disingkat Kepala SKPD adalah

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya'

pendidikan yang Linier adalah adalah kesesuaian antara Institusi/Bidang

Ilmu/Jurusan/Program Studi yang ditempuh dengan latar pendidikan/bidang

ilmu yeurg telah dimiliki, tercanhrm dalam datam rumpun ilmu pengetahuan dan

telatologi dan humaniora berdasarkan Perahrran Perundang-Undangan yang

berlaku.
Relevansi 'T\rgas adalah kesesuaian antara kebutuhan dan iurusan/program

studi/konsentasi yang drtempuh dengan tugas pokok dan fungsi pada unit Kerja

di SKPD.
pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fr.;ngsional adalah pembebasan

sementara PNS dari tugas-hrgas jabatan fungsionaleya karena melaksanakan

tugas belajar lebih dari 6 (enam)bulan.

Pemberhentian dari jabatan struktural adatah pemberhentian PNS dari jabatan

strukturalrrya karena melaksanakan tugas belaiar lebih dari 6 (enam) bulan.

Jabatan Langka adatah jabatan yang jarang didapat/jabatan yang jarang

ditemukan ljabatanyang.iarang terjadi yang dibutuhkan organisasi sesuai dengan

proyeksi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RI.'ANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas bela$ar, izn belqar dan beasiswa

bag PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palang[<a Raya adalah untuk

memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belAiar

dan iztn belaiar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah

Kota Palangka Raya.

T11;uan disusunnya pedoman pemberian tugas bel4iar, izn belajau. dan beasiswa

bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Patang!<a Raya adalah mendorong PNS

unluk mening[<atkan kinerja, korrrpetensi, pengetahr:an, keterampilan dan

profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Palangla Raya guna

mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS dalam

menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

20.

15.

76.

17.

18.

19.

(1)

(2)

2L.
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Pasal 3

Ruang lingfup pengahrran pemberian T\rgas BeQiar dan lzin Beladar meliputi :

a. Perencanaan dan Kewenangan;

b. Tata Ca.ra Peng4iuan T\rgas BelaU'ar;

c. Perryar:atan Ttrps B"lqlaE

d. Hak dan Kewqiiban T\rgas Belqiar;

e. Tata Cara Penga$uan Izin Beladar;

f. Persyamtan Izin Belqiar;
g. Hak dan Keweiiban Izin Belqiar;

h. Masa Pendidikan;
i. Perjanjian;
j. Pemberian perpan{angan dan pembatalan;

k. Pembinaan;

l. Pengaktifan kembali;
m. Monitoring dan Evaluasi;
n. Pembiayaan dan Beasisva;
o. Sanksi;
p. Pengawasan;
q. Tatae,aramengakhiri T[gas Belqiar funlan Beleiar.

BAB III
PERENCANMN DAN KEWENAI{GAN

Pasal 4

(1) Penyusr-uran rencana kebutuhan tups belajar dele izrn belajar dimaksudkan

unh.rk memenuhi kebuh-rhan akan PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan,

keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional sebagai salah satu
persyaratarr dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

(2) Rencana Ketn:tuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh masing-

masing kepala SKPD dikoordinasikan dengan Kepala BKPP yang distrsun dalam

Rencana Strategis Unit Kefa SKPD kemudian d'$abarkan dalam rencana pnogram

tatrunan;
(3) Rencana kebutuhan tugas beladar dan ian beladar disusun atas dasar analisis

jabatan, analisis beban kerja rencaRa kebuhrhan pendidikan dan lrualifikasi

akademik dari masing-masing SKPD.

Pasal 5

(1) Pemberian Ttrgas Belqiar dan Izin Belajar adalah merupakan kewenangan Pejabat

Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota atau Fejabat yang telah
diberikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota.
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pejabat yang diberikan wewen€urg untuk dan atas nama Walikota dalam

menetapkal dan menandatangani Rekomendasi Mengikuti Seleksi, T\'rgas Belajar

dan Izin Bel4jar yaitu :

a. Ting$<at Diploma IV, Sarjana, Pascasarjana (Prograrn Magister dan/atau

Doktor), Spesiatis I, dan Spesialis II dilimpahkan kepada Sel<retaris Daerah

Kota Palang!<a Raya;

b. Tingkat Diploma IV, Sarjana, Pasca.sarjana (Prograrn Magister dan/atau

Doktor), Spesialis I, dan Spesialis II <lilimpahkan kepada Kepala BKPP apabila

Sekretaris Daerah berhalangan dan/atau belum definitif;

c. Pendidikan Tinggi D-I, D-lI, D-III dilimpahkan kepada Kepala BKPP.

Pasal 6

Rencana kebutuhan Tlrgas Belqjar danlz;rn BelaLjar sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 ayat (3) berisi informasi mengenai :

a. Bidang pekerjaan yangmennbutuhl<an Tl'rgas tselajat;

b. Jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;

c. Pnogram pendidikan yang direncanakan;

d. Kualifikasi akademik Calon Mahasiswa PNS Ttrgas Bel4jar berdasarkan

analisis kebuh:han diklat di SKPD masing-masing;
kmbaga pendidikan penyelenggaraT\rgas Belqiar dan Izin Belajar;

Jang!<awaktu;
Sumber biaya; dan/atau
Kualif,lrasi pendiclikan formal yang masih diperlukan untuk mengisi formasi

jabatan yang sangat diperlukan, relevan, mendularng visi dan misi daerah dan

lain-lain.
Bentr:k Rencana Kebutuhan T\:gas Bela,jat" dan lzn Bel4iar SKPD tercantum

dalam lampiran I yang merupakan ba$an tidak terpisahkan dari Perah:ran

Waiikota ini.
Diagran'r Alir (Flouchar! Proses Pemberian T\rgas Bel4iar, Iztn Bel4iar Dan

Beasiwra bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Palang[<a Raya tercantum

dalam L,ampiran II, III dan tV yang merupakan bagian tidak terpisa]rkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB TV

TATA CARA PENGA.JUAN TUGAS BEI/"IAR

Pasl7

PNS mengagukan permohonan T\rgas Belagar kepada Kepala SKPD ytrLgkemudian

diusulkan kepadaWalikota u.p. Kepala BKPP.

Sebelum mengajukan tugas beleiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar

berkonsultasi terlebih dahulu terkait rencana/program Tlrgas Belqjar kepada

pejabatyang menangani Ttrgas Belqiar di BKPP.

Sebelum I\rgas belqjar diterbitkan terlebih dahulu harus mendapat Rekomendasi

mengikuti seleksi dari Walikota untuk selanjukrya menda-ftarkan diri pada

lernbaga pendidikan.

(1)

e.

f.
c,t'
h.

(21

(3)

(1)

(2t

(3)
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Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupatr<an benturk dan upaya Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah datam rangka pelencanaan, pengawasan dan evaluasi

terhadap T\rgas Belqiar yang dikeluarkan setelah melalui rapat dan persetujuan

dari Baclan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan'
pNS yang mengabaikan proses Rekomendasi rnengikuti seleksi merupakan bentuk

pelanggaran terhadap Perattran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tanpa ada

rekomendasi tersebut tidak akan dipertimbangkan tugas belqiamya dan tidak

diberikan pengakuan resmi tertradap ia"zhyang diperolehnya.

Bahan pertimbangan Rekomcndasi datam mengikuti seleksi Pendidikan TUgas

Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS yang bersangfuutan

harus melamPirkan :

a. usulan dari Kepala SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk

mengikuti seleksi;

b. rencana kebutuhan T\rgas Belaiar SKPD;

c. surat keterangan dari. kepala SKPD bahwa pendidikan ytrry alffin ditempuh

sesr-rai/relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratl<an dalam

jabatan dan sesuai dengan bitlang tugas, analisis beban kerja dan

perencanaan sumber daya manusia pada masing-masing organisasi;

d. surat penawaran/brosur dari Lembaga Perrdidikan/Donatur/lembaga
pemerintah/ Non Pemerintah yang aI<an ditqiu sebagai tempa.t perkuliahan;

e. fictokopi ijazatrdan transkrip nilai teraldrir di legalisir;

f. fotokopi sKPNS dan SKpang!<atTerakhir dilegalisir;

g. fotokopi sK Jabatan Teraldeir (bag yang menduduki Jabatan

Smrctural/ Fungsional tertentu) dilegalisir;

h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahtsn terakhir paling kurang bernilai

baik dilegalisir;
i. keterangan program studi di datam negeri atau luar negeri yang diikuti telah

mendapat persetujuan atau akreditasi program studi minimal B dari lembaga

yangberwenang;
j. uraian tugas jabatan yang diketahui oleh Kepala Llnit Kerja/SKPD;

k. daftar riwayat hidup (DRH) sesrmi Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 11

Tahun 2OO2;

1. peta Jabatan unit ketja.

Jadwal waktu usul rekomendasi mengikuti seleksi disesuaikan

dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik

bersanglartan. Unh:k semester gandil, usr.rl harus sudah dite'rima melalui BKPP

Kota Palang!<a Raya selambat-Lam.bahya pada minggu pertama bulan Aptil pada

tahrrn akademik yang bersangkutan. Untuk semester genap, usul harus sudah

diterim6 selambat-lambatrya minggu pertanea br-rlan Olrtober pada tahun

akademik bersangkutan.
Terhadap usul yang melewati batas waktu yang ditentukan, maka usul tersebut

tidak akan dipertimbang!<an.

PNS yang dinya.takan lul.ls seleksi pendidikan tugas belajar menyarnpalkarl hasil

seleksi untuk diterbitkan surat keputusan Pemberian T\rgas Belqjar.

Terhadap pengajuan T\rgas Belqiar yang tetah memenuhi persyaratan dan

ketentuan dikeluarkan Keputusan Penetapan Tugas Belajar.

(s)

(6)

{71

(8)

(e)

(10)
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(11) Bentuk Keputusan Femberian Rekomendasi Mengikuti Seleksi dan Pemberian

T\rgas Beleiar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (1O) tercantum dalam

Lampiran V dan VI yang menrpakan bagian tidak terpisahlsan dari Peraturan

Walikota ini.

BAB V
PERSYAR/TTAN TUGAS BET,A-]AR

Pasal 8

(1) Persyaratan tugas belajar meliputi :

a. berstatus PNS dengan rnasa kerja paling kr-rang 1 (sahr) tahun dihitung sejak

diang[<at sebagai PNS.

b. Sebagai bahan pertinrbangan dalam penetapan Tl-rgas Bel4iar, PNS yang

bersangkutan har'-rs melampirkan :

1) rekomendasi dari Walikota Palangka Raya untuk mengikuti seleksi;

2) surat jaminan pembiayaan T\-rgas Belqiar dari ar,val pendidikan sampai

selesai dan bermeterai apabilajaminan brrkan dari instansi Pemerintah;

3) membuat Surat Pemyataan tertulis bermeterai dan diketahui pimpinan

satuan kerja yang menyatakan bahwa:

a) tidak sedang rnenjalankan cuti di luar tanggungan Negara;

b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak menjalani

pemberherrtian sementara;

c) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana

kejahatan maupun pelanggaran;

d) tidak premah gagal dalam tugas belaiaryang disebabkan oleh kelalaian

sendiri;
e) sanggup mengembalikan bantuan tugas bel4jar yang diterima jika

gagal dalam tugas telqiar;

0 tidak akan meng4iukan pe-rmohonan pindah bekerja di luar
lingln.rngan Pemerintah Kota Palang[<a Raya setelah menyelesaikan

trrgas belaiar selama 2 (dua) kali masa sLudi ditambah 1 (satu) tahun;

c. sehat jasmani dan roharri berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter

Pemerintah;

d. surat keterangan dari knrbaga Pendidikan yang menerang[<an bahwa yang

bersangkutan h-rlus ujian masuk dan dinyatalcan secara resmi teiah diterima

sebagai Mahasiswa I-embaga Pendidikan tersebut;

e. pendidikan lljazah, usia dan pangkat/goiongan ruang sebagai berikr-rt:

1) Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/sedera$at bagi

FNS yang melar{utkan pendidikan pada Sarjana Muda/Akademi/Diploma
III (D.UD atau Diploma IV (D.fU atau Strata Sarjana (S.1) atau sederqjat,

usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahrrn dan pangkat /golongan ruang

serendah-rendahnya Pengatur Muda II I al;
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2) Sarjana Muda/Akaderni/Dipioma III (D.II| sederqjat bag PNS yang;

melanjutkan pendidikan Alih Jenjang pada Diploma IV p.fq atau Strata
Sarjana (S.1) atau sederqjat dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal
(1P19 2,75 (dua koma tujuh lima), usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun
dan pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Pengatur [I/c);

3) Diploma IV (D.M atau Strata Sa{ana (S.1) sederajat bagi PNS yang
melanjutkan pendidikan pada Strata Dua (S.2) atau seder4jat dengan
Indeks Prestasi Kumulatif tlpK) minimal 2,75 (dua koma tqiuh lima), usia
rnaksimal 37 (tiga priluh tujuh) tahun dan pan$<atlgolongan ruang
serendah-rendahqya Penata Muda [Tl / a);

4l Pascasarjana (S.2) atau sederajat bagi PNS yang melanjutkan pendidikan
pada Strata Tiga (S.3) atau sedera$at dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

rninimal 3,00 (tiga koma nol-nol), usia maksimal 40 (empat puluh) tahun
dan pangkat/golongan nmng serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I

0rr/b).
keterangan program studi di dalam negeri atau luar negeri yang diikuti telah
mendapat persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang
benvenang;

sr:rat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akar: ditempuh
linier dengan pendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian
tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai yang
dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada unit organisasi;
surat Persetujuan suami/istri untuk tugas belajar;
menandatangani pery'anjian tugas belEar.

BAts VI
HAK DAN KEWAJIBAN PNS YANG MENDAPAT TUGAS BEI.A"IAR

Pasal 9

(1) Hak PNS yang mendapat Tl.rgas BeQjar adalah:
gaii;

kenaikan gqji berkala;
ma$a menjalani hrgas belAiar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
hak kepegawaian lainny'a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Unclangan yang berlaku.

A) Kew4jiban PNS Tugas Bel4iar adalah:
a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung

atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan T\rgas

Belqjar;
c. tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah

ditetapkan;
menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat walrhr;
menjaga narna baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia;
mentaati semua ketentuan hrgas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di
tempat lembaga pendidikan;

h.
i.

a.

b.

c.

cl.

d.
e.

f.
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g. melaporkan kemajuan bel4jar secara berkala paling }:urang 1 (satu) kati dalam
setiap semester kepada Watrikota melalui Kepala BKPP.

BAB VII
TATA CARA PENGAJUAN IZN BEI..A"IAR

Pasal 1O

(1) PNS yang akan mening[<atkan kualifikasi pendidikan melalui jalur pendidikan
formal mengajukan l^rl Belqiar kepada Walikota melalui Kepala BKPP

berdasarkan usulan Kepala SKPD.

{2) Sebelum mengajukan izin bel4jar sebagaimana di maksud pada ayat (1) agar
berkonsultasi terlebih dahuhr terkait rencana/program Izin Belajar kepada pejabat
yang menangani Izin Belqlar di BKPP.

(3) Sebelum lin belajar diterbitkan terlebih dahulu harus rrrendapat Rekomendasi
Mengikuti Seleksi dari Walikota untuk selanjutrya mendaftarkan diri pada
lembaga pendidikan.

(41 Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupakan bentuk dan upaya Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam rangka perencanaan, pengawasan dan evaluasi
terhadap li.r:Betatrar.

(5) PNS yang mengabaikan proses Rekomendasi Mengikuti Seleksi merupakan bentuk
pelanggaran terhadap peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tanpa ada
rekomendasi tersebut tidak akan dipertimbanglan izn belajanrya dan tidak
diberikan pengakuan resmi terhadap ij.dzah yang diperolehnya.

(6) Bahan pertimbangan Rekomendasi dalam mengikuti seleksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), PNS yang bersang[<utan harus melampirkan :

a. usulan dari Kepala SI(PD kepada Walikota melalui Kepala BKPP untuk
mengikuti seleksi;

b. rencana kebutuhan Izin Belajar SKPD;
c. sr-rrat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yang akan ditempuh

sesuai/relevan dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam
jabatan dan sesuai dengan bidang tugas, analisis beban kerja dan
perencanaarl sumber daya rnanusia pada masing-masing organisasi;

d. surat penawaran/brosur dari kmbaga Pendidikan /I.err.baga Pemerintah/Non
Pemerintah yxry akan ditqju sebagai tempa.t perkr-rliahan;

e. fotokopi iiaa*, dan transkrip nilai terakhir di legalisir;
t. fotokopi SK PNS dan SK pangkat Teraid:ir dilegalisir;
g. fotokopi SK Jabatan Teraldrir (bag yang menduduki Jabatan

Strulrtural/ F\mgsional) tertentu dilegaiisir;
h. fictokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahtsn ter:al&ir paling kurang bernilai

baik dilegalisir;
i. keterangan program studi di dalam negeri yang diikuti telah mendapat

persetujuan atau al<reditasi program studi minimal B dari lembaga yang
berrxrenang;

j. uraian tugas jabatan yang diketahui oleh Kepala Unit KerjalSKPD;
k. daftar riwayat hidup (DRH) sesuai Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun

2002;
1. peta Jabatan unit kerja.
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(7) Jadwal waktu penyarnpaian usul Rekomendasi Mengikuti seleksi disesuaikan

dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik

bersangicutan. unh:k semester ganjil, usul harus sudah dt'terima melalui BKPP

Kota Palang!<a Raya selarnbat-lambatnya pada minggu pertama bulan April pada

tahun akademik yang bersangkutan. Untuk sernester genap, usul harrs sudah

diterima paling lambat n',i"ggu pertama bulan oktober pada tahun akademik

bersanglutan.
(s) Terhadap usr.il yang melewati batas watrrhl yang diterrtukan, maka usul tersebut

tidak akan diPertimbangkan'

(9) PNS yang dinyatakan lulus seleksi menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitl<an

keputusran Pemberian li:r:. Belalar'

(1O) Terhadap peng4luan lin Belajar yang telah memenuhi persyaratan dan

ketentuan dikeluarkan Keputusan Penetapan lanBelatrar"

(11) Bentuk keputusan Pemberian Rekornendasi Mengikurti Seleksi dan Pembenanu..Llf,

ReQiar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (1O) tercantum dalam

Lampiran v dan MI yang menrpakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 11

untuk merlamin legali.tas, kualitas dan kompetensi PNS yang akaJl meng4iukan Izin

Bela$ar maka bagi PNS yang menduduki jabatan strukhrral danlatau fungsional

tertentu diarahkan r.rntuk mengikuti jenjang pendidikan yang linier dengan pendidikan

sebelumnya dan relevan dengan uraian tugasnya/mendukurng pelaksanaan tugas

jabatan pada rmit organisasi.

BAB VIII
PERSY.ARATAN IZIN BEI,A"IAR

Pasl t2

(1) Persyaratan izin bela$ar meliputi :

a. berstahrs pNS dengan filasa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihihrng sejak

diangkat sebagai PNS.

b. 6mbaga pendidikan yang diaw letaknya ditempuh dalam walrhr tidak

melebihi 2 (dua) jam atau tidak melebihi 6O (enam puluh) kilometer dari

temPa.t kerja Pemohon;
c. Sebagai bahan pertimtungan dalam penetapan lz;rn Bel4iar, PNS yang

bersanghrtan hanrs melamPirkan :

1) rekomendasi dari Walikota Palangka Raya untuk mengilnrti seleksi;

2l surat pemyataan terhrlis bermeterai dan diketahui pimpinan safl;an kerja

yang menYatakan bahwa:

a) pendidikan diikLlti di luar jam dinas (setelah pulang karrtor) dan tidak

mengganggu pekerjaan/ttrgas dinas sehari-hari serta tidak

dilaksanakan pada hari Sabtu dan Mingu;
b) tidak sedang menjalani hr:kr:man disiplin darr/atau tidak meqialani

pemberhentian sernentara;
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c) tidak sedang datram proses perkara pidana, baik tindak pidana

kej ahatan maupun F,elanggaran;
d) bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama

mengikuti pendidikan serta tiCak menuntut bantuan dana dari

Pemerintah Daerah;

e) tidak menuntut jabatan, penyesuaian iiaz*'L dan penggunaan gelar

setelah menyelesaikan pendidikan kecuali terdapat formasi;

f) sanggup mentaati perattrran yang ditetapkan rmh:k mahasiswa tzirt

beladar.

sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter

l?emerintah;

surat keterangan dari kmbaga Pendidikan yang menerang!<an bahwa yang

ber:sangkutan lulus ujian masuk dan dinyatakan secara resmi telah

diterima sebagai Mahasiswa kmbaga Pendidikan tersebut;

sr:rat keterangan dari kepala SKPD bahwa pendidikan yangakanditempuh

linier dengan prendidikan sebelumnya, relevan dengan uraian

tugasnya/mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan sesuai

dipersyaratkan dalam jabatan atau analisis beban kerja pada

organisasi;
Jadwal studi/perkuliahan dari kmbaga Pendidikan dilegalisir.

BAB Ix
HAK DAN KEW\JIBAIY IZIN BELA"IAR

Pasal t3

(1) Hak PNS yang sedang mela-trarkan Izin Belqjar adalah:

a. gaji;

b. kerraikan g4ii berkala;

c. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pen:ndang-

Undangan yang berlaku.

A) Kewaiiban PNS yang melakukan Izin Belajar adalatr:

a. melaporkan perkembangan pelaksanaan Izin Beiajar per semester kepada

Walikota Palangka Raya u.p. Kepala BKPP;

b. meng4jutcan perrnohonan perpanjangan ma.sa IarL Belqjar, apabila

dimunglcinkan untuk program Izin Bel4iar yang bersangfutan, selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Belaiaryang ditenh:kan berakhir;

c. melaporkan secara tertulis kepada Kepata SKPD pafing lambat 1 (satu) bulan

setelah yang bersangkutan menyelesaikan I^n Bel4iar atau berakhir

melaksanakan Izin Bel4jar;
d. mengajukan usul unh:k rnengakhiri Izin Belajar dan Permohonan Pengakuan

GeLar kepada Walikota Palang!<a Raya u.p. Kepala BKPP melalui Kepala SKPD;

e. mentaati seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi PNS

termasuk ketentuan yang berlalm di tempat lembaga pendidikan.

3)

4)

yang
unit
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BAB X
MASA PENDIDIKAN

Pasal 14

(1) Jangka Waktu pelaksanaan Tugas Bel4iar darllanBel4iar :

a. Diploma I paling lama 1 (saflr) tahun;
b. Diploma I paling iama 2 (dua] tahun;

c. Diploma UI paling iama 3 (dga) tatrun;
d. Diploma lv/Strata I paling lama 4 (empat) tahr:n;
e. Strata [/Magister patringlama 2 (dual tahun;
f. Program Spesialis paling lama 3 (tga) tahr-rn atau disesuaikan dengan jumlah

semester regular yang akan ditempuh;
g. Strata Itr/Doktor palins lama a (empat) tahun.

(21 Terhadap Sarjana Muda/Akademi/Diploma m p.ry sederat'at pendidikan Alih

Jenjang pada Diploma fV (D.fV) atau Strata Sarjana (S.1) maka lama pendidilrart

T\rgas Beleiar atau Izin Belqiar sesuai dengan klrikulum pendidikan pada

Frogram shrdi yang ditempuh.
(3) PNS yang mengikuti pendidikan Tlrgas Beledar dibebaskan dari jabatannya

terhih.mg mul,ai tangal pelaksanaan f.rgas beleiar.

BAB >o
PEzuAIVJIAN

Pasal 15

(1) Perjaqiian T\rgas Belqiar berisi :

a. prcgram pendidikan yang diikuti;
b. batas waktu;
c. lamarrya tugas bel4iaryang harus dilaksanakan oleh PNS;

d. penerapan perahrran disiplin FNS;

e. besamya ganti rugt yang harrs dibayar PNS.

(2) Perjan$ian Tugas Bel4iar ditandatangani di atas meter:ai oleh Walikota Palang!<a

Raya atau atau pejabat yang telah dibe,rikan kuasa dan wewenang atas nama

Walikota sebagai pihak pertama dan PNS Calon Mahasiswa T\rgas Belajar sebagai

pihak kedua.
(3) Benh:k Perja4iian T\rgas Beledal dimaksud pada ayat (2) diatttr

dalam Lampiran MII yang merupakan bagian tidak terpisatrkan dari Peraturan

Walikota ini.

Pasal 16

(1) Perjanjian Izin Belqiar berisi :

a. program pendidikanyang diikuti;
b. batas wakhr;
c. penerapan pemturan disiplin PNS.
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Peq'anjian Izin Bel4iar ditandatangani di atas meterai oleh Walikota Palangka Raya

atau atiru pejabat yang telah dib€rikan kuasa dan wewenang atas nama Walikota
sebagai pihak pertama dan PNS Calon Mahasiswa T\rgas Bel4jar sebagai pihak

kedua.
Bentuk Perjanjian Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam I-ampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

BAB )ff
PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATAI,AN

Pasal 17

PNS yang tidak dapat meny-elesaikan T\rgas Belqjar darLl^n Belqjar dalam walrhr
yang telah ditentukan sebagaimana pasal 14 ayat (1) dapat diberikart
perpanjangan.
Perpanjangan masa Ttrgas Be@ar dan Izin Belajar dapat dibeiikan apabila :

a. Ketr:rlambatan PNS yang bukan atas kelal,aiannya;

b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendiclikan;

c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;

d. merrdapat rekomendasi/jaminan pembiayaan r:nh:k hrgas beleiar dari
APBD/APBN/ Sponsor pembiayaan lainnya.

Masa PenCidikan Tlrgas Belqiar danlzn Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diperpanjang untuk jangka rvaktu paling lama 1 (satu) tahun ata,u 2

(dua) semester.

Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan T\rgas Belqiar sebagaimana dimaksud
pada ayat Ql, dapat diberikan perpaqiangan kembali paling lama 1 (satu) tahun
dengan penrbahan status menjadi Izin Belajar.
Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap

dapat meninggatrknn tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
Kepala SKPD mengusulkan perpar{angan Ttrgas Beladar dan tdr: Bel4jar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadukan kepada Walikota Palangka Raya

u.p. Kepala BKPP.

Bentuk Keputusan Perpanjangan Ttrgas Belqjar clan I^n Bel4jar tercantum
dalam Iampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 18

Keputusan pemberian T\.rgas Bel4jar dan ldn Belqjar dapat dibatalkan oleh
Pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan
'lugas Belajar maupun selama dalam mengikuti T\.rgas Belqjar dan tzin Belajar.
Alasan-alasan pembatalan keputusan Ttrgas Belajar dan lzin Belajar :

a. dikemudian hari terdapat but<ti PNS tidak memenuhi syarat;
b. PNS b.-rsangkutan dijatutri hukuman disiplin tingkat sedang atau tingftat

bera!

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{71

(1)

(2)
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c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikannya meskipun telah diberi
peringatan;

d. PNS bersangfutan mengqjukan permohonan pengunduran diri;
e. tidak melaporkan perkembangan pendidikannya 2 semester bertunrt-turut

meskipun telah diberi peringatan;

f. PNS bersangfutan bekerja dilual kegiatan pendidikan;

g. setelah dievaluasi FNS bersanglutan tidak mampu menyelesaikan program

pendidikan yang diikuti;
h. tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hat-hal peristiwa di luar

kemampuannya;
i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim pengqii kesehatan

tersendiri yang mengakibatkan PNS tidak mungkin menyelesaikan program

pendidikan sesuai dengan rvalrhr yang ditentukan;
j. PNS} diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan (Idrusus

tugas beleiar);

k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang menglrarrrskan PNS

tetap melaksanal<an hrgas baik di ling!<ungan Unit Keria SKPD (khusus tugas

beiaiar).
(3) Sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian Tugas Bela$ar sebagaimana

dimaksud pada ayat (2]rhuruf a, hund b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan

huruf g di atas, PNS yang bersanglartan wajib mengembalikan ke Kas Umum
Daerah dan/atau Sponsor seluruh barrhran biaya yang diperoleh dari pemberi

bantuan biaya pendidikan selama melaksanakan tugas beleiar.

(41 Kepala SKPD mengusulkan pembatalan keputusan T\rgas BeLalar/Iin Bel4iar

kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan bukti atau kelengkapan

data pendukung sesuai dengan alasan pembaialannya.

(5) Usul pembataian keputusan pemberian Ttrgas Belajar dan lzln Belajar

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Walikota Palangka Raya

u.p. Kepala BKPP.

(6) Pembatalan T\rgas Bel4jar dan Izin Belajar dapat dilakukan oleh Pejabat yang

berwen.ang atau Pejabat yang telah drberikan krrasa dan wewenang atas nama

Walikota dengan ataupun tanpa usulan pembatalan"

n Benhlk Keputusan Pembatalan Ttrgas Belqjar dan ldrl Belajar tercantum
dalam L,ampiran )O yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasai 19

Pejabat yang diberikan wewen€rng untuk dan atas narna Walikota Palangka Raya dalam
menetapkan dan menandatangirni pemberian perpanjangan dan pembataJan Ttrgas

Belajar dan Izin Bel4jar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (a) adalah :

a. Sekretaris Daerah bagi PNS golongan ruang III dan tV;

b. Kepala BKPP bagi PNS golongan ruang III dan IV apabila Sekretaris Daerah

berhalangan atau belum definitif;
c. Kepala BKPP bagi PNS golongan ruangII.
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BAB )flI
PENGAKNFAN KEMBALI

Pasal 20

(1) PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belaiar diaktifkan

kembali dalam tugas-firgasnya.

@ Ketenhran mengenai pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengacu pada Peraturran Perundang-Undangan yang berlalm dengan

melampirftan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan T\rgas Bel4iar.

BAB)(IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal2l

(1) Kepala SKPD wat'ib melaln:kan pengav/asarr terhadap PNS yang melaksanakan

Tugas Belqiar dan Iain Belqiar di linekungan Unit Kerjanya.

(21 Kepala BKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

Tlrgas Bel4iar da*- lan Beleiar.

(g) Hasil monitoring pelaksanaan dilaporkan oleh Kepala BKPP kepa.da Walikota

Palangl€ Raya melalui seknetaris Daerah Kota Palangka Ra5ra.

(4) Evaluasi dilalnrkan datam rangl<a pengendalian program pemberian T\rgas Bel4jar

dan Izin Belajar sebagai benh.rk akrrtabilitas perryelenggaraan kepada pihak-

pihak yang berkePentingan.
(5) Evaluasi dilakukan terhadap PNS, lembaga dan program pendidikan.

(6) Evaluasi dilalcukan oleh Kepala BKPP sek-uang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tatrun.

m Hasil evahrasi ditaporkan kepada Walikota Palangfta Rqm melalui Selrretaris

Daeratr.

Fasal 22

Pengawasan, Monitoring dan F-\ah.nsi dimaksud pada Pasal 21 dilalokan
untuk mengetahui :

a. keberhasilan pelaksanaan perl<uliahan;

b. pemberian nilai Sasaran lkrja Fegawai bagi PllS yang Tugas Bel4iar;

c. keberadaan tempat tinggal bagi PI{S yang tugas tteladar;

d. perilaku PNS.

BAB )ry
PEMBI.AYAAIY DAI{ BEASISWA

Fasal 23

(1) Sumber biaya PNS Ttrgas Beleg'ar berasal dari Beasiswa:

a. APBN/APBD;
b. lembga/ kementerian;
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c. donatur dari lembaga non pemerintah/swasta;
d. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang sah menurut Undang Undang.

(21 PNS yang mendapatkan pembiayaan Tugas Bel4iar sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dari 1 (satu) sumber pembiayaan.

(3) Sumber Biaya PNS Izin Belajar berasal dari biaya sendiri.

Pasal 24

(1) Besaran Beasiswa PNS Tugas Belajar yang dibebankan pada APBD Pernerintah

Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangfta Raya setiap

tahun dan sesuai dengan batas walchr jrang telah ditentul<an.

(2) Pembayaran Tahap I Biaya Tugas Belqfar sumber dana APBD dengan syarat

melampirkan fotokopi:
a. Keputusan'lugas Bel4iar dan Perjaqjian T[gas Bel4jar;

b. Asli Rincian Penggunaan Dana.
(3) Pemba1.a611 Tahap II dan seterusnya Biaya Tlrgas Belqiar sumber dana APBD

dengan syarat melampirkan fotokopi:

a. Keputusan T\rgas Belajar dan Perjanjian Ttrgas Belajar;

b. Karhr Hasil Studi (IG{S} dan Karhr Rerrcana Studi (IGS}yang dilegalisir;

c. Karhr Tanda Mahasiswa (IffM) yang diiegalisir;
d. Asli Rincian Penggunaan Dana dan But<ti-bukti Pengeluaran.

(4) Alokasi Biaya Beasiswa Pendidikan unh:k PNS dianggarkan melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran BKPP.

(5) Komponen Pembiayaan Beasiswa T\rgas Belajar bagi PNS terdiri dari :

a. Biaya Pelaksanaan Pendidikan yang ditenh.rkan oleh Penyelenggara

pendidikan yang harus dibayarkan mahasiswa;
b. Biaya Hidup dan Operasional;

c. Biaya Buku dan Referensi;

d. Biaya Penyelesaian T\:gas Akhir.

Pasal 25

(1) PNS Izin Bel4jar yang berprestasi dapat diberikan Biaya Penyelesaian TUgas A}&ir
seperti hatrya PNS Ttrgas Bel4jar sebagaimana tersebut dalam pasal 24 ayat (51

huruf d yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
(21 I{riteria PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (L) yaitu :

a. Tepat wakhr saat pelaksanaan penelitian yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari lembaga Penyelenggara Pendidikan;

b. Untuk Sarjana Muda/Akademi/Diploma III [D.llD atau Diploma IV (D.IV) atau
Strata Sarjana (S.1) atau sederqjat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata
3,OO ke atas saat pelaksanaan penelitian;

c. Unh.rk Strata. Dua (S.2), Spesialis atau sederajat Indeks Prestasi Kumulatif
(IPI! rata-rata 3,50 ke atas saat pelaksanaan penelitian;

d. Untuk Strata Tiga (S.3), Spesialis atau seder4jat Indeks Prestasi Kumulatif
(IPK) nata-rata 3,50 ke atas saat pelaksanaan penelitian;

e. Penilaian Sasaran Ke{a Pegawai (SKP) 2 ta.ll-rr terakhir paling kurang
bemilai baik.
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Pasal 26

(1) Prosedur pemberian Beasiswa Penyelesaian Tligas Akhir bagi PNS Izin Belajar
yang berprestasi diusulkan oleh PNS bersangkutan kepada Walikota Palangka

Raya dengan diketahui oleh Kepala Unit Kerjayang bersangkutan.

(21 Sebagai bahan pertimbangan Pemberian Beasiswa Penyelesaian Ttrgas Akhir bagi

PNS Izin Bel4jar yang berprestasi, yang bersanglnrtan harus melampirkan :

a. Surat Permohonan Kepada Walikota Palang!<a Raya u.p. Kepala BKPP Kota

Palangka Raya diketahui oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan bagi PNS

Izin Bel4iar dengan melampirkan surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

T\:gas Akhir asli dari Pejabat di I-embaga Penyelenpga-ra Pendidikan yang

menangani Bidang Akademik;

b. fotokopi Sasaran Ke{a Pegawai (SKP) 2 tahttn terakhir paling kurang bemilai
baik dilegalisir;

c. fotokopi legalisir Penetapan Ttrgas Belajar/Inn Belajar/Perpar$angan lan
Bel4jar;

d. fotokopi legalisir Karhr Hasil Studi (KHS) yang berisi Indeks Prestasi

Kumulatif (IPK) terakhir saat menga$ukan penelitian;

e. Iiotokopi legalisir Karhl Rencana Studi [(RS) yang h:risi Rencana Kegiatan
Penelitian;

f. Surat Pernya.taan PNS bersanglcutan berrneterai cukup berisi pernyataan

ticlak pernah mendapat Beasisrva/Banhran Penyelesaian T\rgas Akhir dari
pihak lain, sanggup diauCit dan mengembalikan beasiswa tersebut apabila

dikemudian hari terbukti tidak memenuhi ketenhranyang telah ditetapkan;
g. Surat. Izin Penelitian Cari instansi yang berwenang menangani Penelitian di

tempat yang bersanglnrtan melaksanakan penelitian;
h. Proposal T\rgas Aldairyang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
i. Laporan Kemqjuan Beleiar.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh

BKPP rneliputi :

a. kelenglrapan, kesesuain kriteria dan otentilikasi dokumen;
b. dokumen )rang memenuhi persyaratan yang diterima akan diklasifikasi dan

dibuat ranglring berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing;

c. jumlah penerima Beasiswa Penyelesaian T\rgas Akldr disesuaikan dengan
kuota di setiap jenjang pendidikan dan besarannya disesuaikan dengan
kemampuan daerah.

(4) Terhadap pengajuan Pemberian Beasiswa Penyelesaian T\-rgas Akhir yang telah
meialui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan Surat
Keputusan Walikota Palangka Raya.

(5) Sebagai bahan pertanggungiawaban, penerima Beasiswa Penyelesaian Tlrgas
Aldairwqjib:
a. melampirkan nomor rekening Bank untuk penyaluran beasiswa tersebut;
b. menandatangani Dokumen Pertanggungiawaban yangdiperlukan;
c. melaporkan penggunaannya secara terhrlis dengan rincian setelah lulus

turgas a}fiir.
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BAB XW
SANKSI

Pasal2T

Terhadap PNS Tlrgas Bel4far dan Izin Bel4jar yang melanggar/mengabaikan ketentuan
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat {2) dan pasal 13 ayat (2) dikenakan
sanksi berupa:
a. Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan ytrLgberlaku;
b. PNS yang menjatani tugas beleiar dengan biaya pendidikan dari APBD/APBN

apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikannya/menarik diri dari
pendidikannya harus mengganti atau mengembalikan semua biaya yang telah
dikeluarkan oleh AFBD/APBN dan akan dikenakan sanksi administratif berupa
penurun€ul pangkat pada pangkatyang setrngkat lebih rendah paling lama 1 (sahr)

tahun, setelah diputuskan melalui Badan Pertirnbangan Kepegawaian (BAPEK)

Kota Palangt<a Raya, kecuali karena sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang
bukan kesalahan yang bersang!<urtan;

c. Kepala SKPD yang membiarkan PNS di lingkungannya rnelakukan Tlrgas Belqjar
dan Izin Belqfar tidak sesuai dengan prosedur yang berlalm dikenakan sanksi
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlai<u.

BAB XVII
PENGEI,OI,AAN, PENGENDALI,AN D.{N PENGAWASAN

Pasal 28

Pengelolaan Administrasi, Pengendalian dan Pengawasan terhadap PNS Ttrgas Belajar
danlzn Belqjar secara fi.rngsional dilaksanakan oleh BKPP.

BAB XVi[
TATA CARA MENGAKHIRI TUGAS BEI"A"IAR DAN IZIN BEIA.IAR

Pa*J 29

Dalam. mengakJriri Tlrgas Belajar dan l^n Bel4jar akan diterbitkan Surat
Keterarrgan Walikota Palangka Raya telah menyelesaikan Pendidikan T[gas
Belajar/Iin Belqiar dan Kepuhrsan Walikota Palangka Raya tentang Pengakuan
Gelar.

Bagi PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status T\rgas Belajar dan
Izn Belajar akan diterbitkan Sunnt Keterangan Walikota Palangka Raya telah
menyelesaikan Pendidikan T\rgas Beladar atau Izin Belqiar dengan melampirkan
persvaratan administasi meliputi :

a. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tlngg (bagi PNS T\rgas Belajar);
b. surat permohonan kepada Walikota Palangka Raya c.q. Kepala BKPP yang

ditrsulkan oleh Kepala SKPD;

c. fotokopi ljazahdan Transkrip Nilai dari Perguman Tingg yang dilegalisir;
d. fotokopi legalisir sr.rat keputusanT\:gas Belqiar/Izin Belrdar;

(1)

(2)
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e. fotokopiSKPangkatTerakhiryangdilegalisir;
f. fotokopi SK Jabatan sebelum Ttagas Belqjar yarrg dilegalisir fiika ada);

g. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai/SKP 2 (dua) tahun teraHeir yang dilegalisir;
h. Peta Jabatan dan Uraian T\rgas;

i. fotokopi I-embar Pengesahan dan Abstrak T\rgas Al<Ittr/

Skripsi/Tesis/ Disertasi yang seluruhnya dilegalisir.
(3) Keputusan Pengaicuan Gelar dan Pencantuman Gelar bagi PNS hanya diberikan

apabila:
a. terdapat fornnasi dan kesesuaian pendidikan lanjutan dengan Rencana

kebuh-rhan masing-masing SKPD atas dasar analisis jabatan, analisis beban

kerja, rencana kebututran pendidikan dan kualifikasi akademik.

b. telah memperoleh persetujuan pengakuan gelar akademik dari Badan

Kepegawaian Negara [BKN).
c. memenuhi ketentuan lain sesuai Per:aturan Perundang-Undangan yang

berlakr: bagi jabatan fungsional tertentu.
(41 Bentuk Surat Keterangan dari Walikota Palangka Ra-va tentang keterangan telah

menyelesaikan Pendidikan T\rgas Belajar atau lzlrL Belqlar dan Keputusan
Walikota Palang!<a Raya tentang Pengakuan Gelar tercantum dalam Lampiran )fl
dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikotairri.

Pasal 3O

(1) PNS yang diangkat berdasarkan ijaza h SI.:IA dan sederqjat, dan atau D-III yang
sederqjat dan telah memiliki ljazah Sarjana (SU dan yang sederajat dapat

mencantuml<an gelar beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pang!<at

Penata Muda [il/a) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal ayat (3].

(2) PNS vang dianglrat berdasarkan iiaza}^ Sarjana (S1) dan yang sederajat dan telah

memiliki ija"ah Magister (S2) atau iazah Spesiaiis I dapat mencantumkan gelar

beserta hak-hak kepegawaiannya setelah menduduki pang!<at Penata Muda
Tingkat I (III/b) sete,lah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal ayat (3).

BAB )(IX
KETENTI JAN I,AIN-I"AIN

Pasal31

(1) PNS yang sedang menempuh pendidilian tidak diperkenankan mengajukan
mutasi *ilayah kerja.

(2) PNS yang telah menyelesaikan pe.ndidikan T\rgas Belajar dapat melanjutl<an
pendidikan ke jenjangyang iebih tinggi bertumt-hrut dengan persyaratan :

a. Mendapat Izin deri pimpinan instansi;

b. Prestasi Pendidikan lulus Dengan Pujian IPK diatas 3,75);

c. Jenjang Pendidikan bersifat linier dan sangat dibutuhkan oleh organisasi
karena kelangkaannya.
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pNS yang mengikuti pendidii<an atas kemauan sendiri di luar jam kerja, narnu.n

teridentifikasi kelas jauh, tanpa ada Rekomendasi }vlengikuti Seleksi dan lir,
Belajar- d.ari Walikota palang!<a Raya tidak akan diberikan Pengalnran Gelar

selringga ija?ah yang diperolehnya tidak rnempunyai CiDil Effed terhadap

pembinaan kariernya.
pNS yang mengilitrti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lembaga

pendidikan yang merupakan penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dapat

diberikan Izin Belajar dengan ketentuan :

a. Akreditasi Program Studi Minimal B dari lembaga yang berwenang

mengeluarkan akreditasi;

b. mempunyai lzn Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh Menteri

pendidikan atau minimal oleh Direkhrr Jenderal yang menangani Pendidikan

Tiregt;
pNS yang mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri di luar jam kerja di lemboga

pendidikan yangbekerjasama dan abau merupakan penyelenggara Pnogram Studi

Di Luar Dornisili dapat diberikan Izin Belqjar dengan ketenftran :

a. perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Di Luar Domisili telah

memperoleh akreditasi A urrhrk program studi yang sama di domisif

perguruan tinggi tersebut;

b. program Studi Di Luar Domisili harus memperoleh peringlat alreditasi yang

sama dengan program studi di domisili peryltruan tinggi paling lambat 3 (tiga)

tahun;
c. mempunyai Izin Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili oleh

Menteri Pendidikan atau mininral oleh Direkfi-rr Jencleral ytrLg menangani

Pendidikan Tingg.
Pengecualian bagi Prograrn Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan,

Kependidikan Profesi bagi Tenaga Kesehatan dan Fungsional tertenhr lainnyayang

diatur secara khusus menyesuaikan dengan Peraturan Pen-u"rdang-Undangan

yang berlaku;
(7) PNS Kota Palang[<a Raya yang berasal dari pindahan

daerah/kementerian/lembaga dihrar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat

diberikm T\rgas BelEar-llnn E3elajar dengan ketentr"ran bahwa yang bersangkutan

sudah bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Palangfta Raya selama 2 (dua)

tahr-rn dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas dari Pimpinan

Unit Kerjanya, memenuhi syarat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku

serta melampirkan keleng!<apan administrasi

(S) Keputrrsan pemberian lzlrr BelAiar yang terlebih dahulu dimiliki PNS Kota

Palangka Raya yang berasal C.ari pindahan daerah/kementerian llemtmLga diluar

Pemerintah Kota Pa1angla Raya dinyatakan tidak berlakr"r dan tidak dapat

digunakan untuk Pengakuan Gelar Akademik di lingktmgan Pemerintah Kota

Palangka Raya.

(5)

(6)
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BAB XX
KETENTUAN PERALIH,AN

Pasal32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Watikota ini, maka:
a. Kepuhrsan penetapan pemberian T\.rgas Bel4jar, lzn Belajar dan Beasiswa

bqgt Pqgawai Negeri Slpil ya11g telah ditetapkan sebelum berlalqnya
Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka

walrfu yang tercantum dalam kepufirsan tersebut.
b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor: 1 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara

dan Persyaratan Pemberian TUgas tselqjar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Pemerintah Kota Palang!<a Raya dan Peraturan Walikota Palang!<a Raya

Nomor 5 Tahrrn 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota

Palalgka Raya lrlomcr 8 Tahun 2oOT tent4ng Pedomao Tata eara dau
Persyaratan Pemberian Ijin Bela,jar Bagr Pegawai di Ling[<ungan Pemerintah

Kota Palangla Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini sebagai akibat perubahan

pene&lpan pemberian T\rgas Bel4jar, Izin Bela$ar dan Beasiswa bagi Pegawai

Negeri Srpil yang diahrr berdasarkan peratrran Walikota ini diselesaikan dalam
jangka walrhr paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Walikota ini
diundangfun.

BAB )O(I
KE-TENT'I.JAN PENUTUP

Rlsal33

Perah.ran Walikota ini mr:lai berkku pada tanggal dfu:ndangfan.

Agar setiap orEurg mengetahuinya, memerintahkan pengr-rrdangan Ferafuran Walikota
ini dengan penempa.tannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Ra5ra.

Ditetapkan di Palanglra

20L5
A,

Diundang[an di Palangfua Raya
pada tanggal 11 Desember 2015

KOTA PAI,A}IGKA RAYA,

a\

BERITA KA RAYATAHUI{ 2015 NOMOR : ,-
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LAIVIPIRAN V
PERATURAN TALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR .,I9 TAHUN 2015
TANGGAL C' D}'SEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERI,AN TUGAS BELA*IAR, TZJN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ...... TAHUN...

TENTANG
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI

ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7965 tentang
Pembentukan Kotapradj a Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2074 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
Peraturan Pemerintah Nomon 53 Tahun 2OlO tentang
Disiplin PNS;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian T\rgas Belajar;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2Ol2
tentang Pemberian lzir. Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis ,-Iabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ol4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2Ol5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian T\rgas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pernerintah Kota Paiangka Raya.

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1.

2.

3.

29-

Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor
595/D5. I lTl2007 perihal Larangan Kelas Jauh;
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Bg2l3OAlSJ Tahun
2OO9 tentang Petunjuk Pemberian lzin Belajar Pegawai
Negeri Sipil;
Surat Edaran Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara
dan Reformasi Rirokrasi Nomor O4 Tahun 2073 tentang

"Pemberian T\rgas Beiajar danlzin Belajar bagi PNS;
(Surat Permohonan Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Mr{UTlrSr(AN:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI ATAS NAMA

Nlemberi Rekomendasi
Nama
NIP

Ivlengikuti Seleksi kepada :

Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Instansi
Untuk mengikuti Seleksj
Program StuCi/ Ju rLlsan
Fakultas
Universitas

pada:

Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apa.bila
dikernudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth:
1"

2.

4.

1 sarnpai o.. untuk
diberikan kepada
sebagaimana mestinya.

diketahui dan ASLI Keputusan ini
untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAIV,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Paugkat

Ia.



Menimbang

Mengingat

:4.
b.

: 1.

2.

3.

4.
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L{MPIRAN VI
PERATURAN ITALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR zii. TAHUN 2015
TANGGAL .i* DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERI.AN TUGAS BELA.IAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERIMAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ...... TAHUN...

TENTANG
PENETAPA}I PEGAWAI NEGERI SIPIL

TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pemben tukan Kotapradj a Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Talr.un 2074 tentang A.paratur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O7O tentang
Disiplin PNS;
Peraturan Presiden lrlomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian T\rgas Belajar;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2Ol2
tentang Anaiisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2075 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
Surat Edaran Menteri Pendayagr-lnaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Penaberian T\rgas Belajar dan lzin Belajar bagi PNS.

...... (Surat Permohonan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah);
Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya
Nomor' :........

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Memperhatikan : 1.

2.

3.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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MEMUTUSI{AII:

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENATAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR ATAS
NAMA
Memberi Tugas Belajar kepada :

Nama
NIP
Pangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Instansi
Program Studi/Jurusan
Fakultas
Universitas
Lama Pendidikan/TMT

Biaya Pendidikan dibebankan
kepada..
Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam
Perjanjian T\rgas Belajar.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
I sampai ... untuk
cliberikan kepada
sebagaimana mestinya.

diketahui dan ASLI Keputusan ini
untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u. b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

a.n.

ttd

.YA,
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LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR il,g TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELA.JAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DT LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR....." TAHUN...

TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

IZIN BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PAL,ANGKA RAYA,

Menimbang i a.
b"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapra.dja Palangka Raya;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur:
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2075;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 63 Tahun
2009;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;

6. Peratr.lran Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2Al2
tentang Pemberian lzin Belajar dan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian llazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2OL'2
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Irlomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;

10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian T\rgas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa- Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor
595/D5. L lT I2OOZ perihal Larangan Kelas Jauh;



2.

3.

4.

5.
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Surat Menteri Dalam Negeri Nomor B92l3A3lSJ Tahun
2009 tentang Petunjuk Pemberian lzin Belajar Pegawai
Negeri Sipil;
Surat Edaran Menteri Pendayagllnaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Ttrgas Belajar dantlzin Belajar bagi PNS;

il;;; K;{,; P;;;;;;;; S}?Ll,
Rekomendasi Mengikttti Seleksi
Nomor

Permohonan Kepala

Walikota Palangka Raya

MEMUTUSKAN:

WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR ATAS

Menetapkan

KESATU

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

KEPU USAN
PENETAPAN
NAMA

: Memberi lzin Belajar kepada :

Nama
NIP
Pa.ngkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Instansi
Program Studi/Jurusan
Fakultas
Universitas
Lama Pendidikan/TMT

Biaya Pendidikan dibebankan kepada....
Flal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam
Perj' anj ia n lzin Belaj ar.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1
I.

2.
1 sampai untuk
diberikan kepada
sebagaim.ana mestinya.

diketahui dan ASLI Keputusan ini
untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

llama Lengkap
Pangkat
NIP

RAYA,

\

tP-\ '+l ,If. J${S----t'Jsh"fs
SATIA
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LAMPIRAN VIIi
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ,1q TAHUN 2015
TANGGAL ",1 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SIIBALPER.TATYJIAN TgGAs BEIduIAB
Nomor: / / I /

Pada hari ini .... tanggal ....
bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Instansi

bulan .... tahun kami yang bertanda tangan di

a

: PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya
disebut PIHAK KE I (PERTAMA).

2. Nama
NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :

......./.......1.......1....... tanggal bulan tahun ...., ditetapkan sebagai
Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan paLda
Program Studi ......, Jurusan Fakultas ......, Universitas ...... di ......
selanjut-nya disebut PIHAK KE II (XEDUAI.

Bahwa PIHAI( PtrRTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian
Tugas Belajar sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian T\rgas Belajar kepada
PIFIAK KEDUA selama ... .. tahurr terhitung tanggal ..... bulan ..... tahun .....
s/d tanggal ..... bulan ...". tahun .....

Pasal 2

P-IHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

(1) Sanggup men5rsjgsaikan pendidikan dalam waktu ...... tahun ...... bulan
sebagaimana diatur dalam pasal 1.

\2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggu,p kembali
bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.

(3) sanggup mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Sponsor/Donatur
sejumlah biaya bantuan yang telah diterima selama melaksanakan
Tugas Belajar sesrrai dengan Keputusan Penetapan Pembatalan T\rgas
Belajar apabila tidak sanggup menyelesaikan pendidikan.

(4) ntengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan
keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa
mengubah atau merrambah bidang studi lainnya.
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Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan T\rgas Belajar tunduk dan taat pada
seluruh Peraturan Pemndang-Undangan yang berlaku bagi pegawai Nlgeri
Sipil.

Pasal 4

(1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala
peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan
Tinggr yang bersangkutan.

(2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Beiqjar (LKB) setiap
semester dengan rnelampirkan surat keterangan yang menunjukkan
bukti kemajuan tersebut, antara larn fotokopi legalisir Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), fotokopi
legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rician Penggunaan
Dana Tuge.s Belqi-ar dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat
mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga
Pendidikan.

(3) ........(hat-ha1 tain
yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan P-errrndang-Und €rngan yang berlaku).

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian T\rgas Belajar dari PIHAK
KEDUA dalam hal :

a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/perguruan Tinggr yang
bersangkutan.

b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada
Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.

c. Menderita gangguan lisik maupun jiwa berdasarkan keterangan
dokter.

d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetqiuan Walikota Palangka
Raya.

(21 PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian T\rgas Belqjar kepada
PIHAK KEDUA dalam hal :

a. Telah menyelesaikan pendidikan;
b. Berakhirnya batas waktr.r Ttrgas Belqiar;
c. Pencabutan T\rgas Bel4ial sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut

di atas;
d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia rnenerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan
Pcrundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang d.iatur
94* pasal 4 a}rat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian
lnl.

Pasal 7

(1) Perpanjangan Masa T\rgas tselajar dapat diberikan kepada PIHAK
KEDUA apabila :

Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
mendapat rekomendasi dari kepala SKpD;
mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.

a.
b.
c.
d.
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{2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1T"'diperpanjang untuk jangta ,ti" pJrrg tama-i-t."ril tahun atau2 (dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Berajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam),rangkap pertama_ 9u, rangkap kedua ditandatangani d; atas kertasbermeterai untuk PIHAK pBnraua cian PIHAK KEDUA sedangkan rangkapselanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6lenam) untukperguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

NAMA LENGI{AP
PANGIL{T

NIP.

PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETAzuS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEP'EGAWAIAN,

PENDIDIKAhI DAN PELATIHAN KOTA
Meterai PALANGKA RAYA,

ttd

NAIi,IA LENGKAP
PANGKAT

NIP.

SATIA

Llr{ o
GI
\

RAYA,
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I,AMPIRAN Ix
PERATURAN W'ALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR I1i TAHUN 2015
TANGGAL 

.' 
DESEMBER 2015

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, TZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERTNTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

Nomor: I I / /
Pada hari ini .... tanggal ....
bawah ini :

1. Nama
Jabatan
Instansi : PEMERINTAH KO,fA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya
disebut PIHAK KE I (PERTAIUAI.

2. Nama
NIP
Fangkat/Golongan
Jabatan
Unit Kerja

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian
Tugas tsela,jar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian lzin Belajar kepada
PIHAK KEDUA selama..... tahun terhitung tanggal ..... bulan..... tahun.....
s/d tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Pasal 2

PIIIAK KE XI (KEDUA) menyatakan :

(1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu "..... tahun ...... bulan
sebagaimana diatur dalarn pasal 1.

(2\ setelah menyelesaikan pendidikan, merryatakan sanggup tetap bertugas
dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya
2 (dua) kali masa studi.

(3) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan
keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa
mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

(4) tidak menuntut pengaku€rn. pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah
kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formaii.

(5) perkuliahan dilaksanakan diluar jam dinas.

bulan .... tahun kami yang bertanda tangan di
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(6) apabila terdapat perubahan waktu perkuliahan bertepatan dengan
pekerjaan/dinas yang sifatnya penting maka akan lebih mendahulukan
kepentingan dinas.

PIHAK KEDUA sanggup
mengikuti pendidikan.

Pasal 3

menanggung biaya pendidikan sendiri seLama

Pasal 4

(1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala
peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan
Tinggr yang bersangkutan.

t2l PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap
semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan
bukti kernajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda
Mahasiswa (KTM), F otokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) dan
melaporkan pernasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan
yang diketahui oleh Pirnpinan Lembaga Pendidikan.

(3) ........(ha1-ha1 lain
yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan perunda.ng-undangan yang berlaku).

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Izin Belajar dari PIHAK
KEDUA dalam hal :

a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggr yang
bersangkutan.

b. I\dak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada
Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.

c. Menderita gangguan frsik maupun jiwa berdasarkan keterangan
dokter.

d. Indeks Prestasi Perkuliahan tidak mernenuhi kualitas (dibawah 2,75).

(2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian lzin Belajar keperda
PIHAK KEDUA dalam hal :

a. Telah rnenyelesaikan pendiCikan;
b. Berakhirnya batas waktu Tfigas Belajar;
c. Pencabutan T\rgas Belajar setragairnana diatur dalam ayat (1) tersebut

di atas;
d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur
dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perja:rjian
ini.

Pasal 7

(1) Perpanjangan Masa Izin Belqiar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA
apabila :

a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
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t2) Masa Pendidikanlzin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d,apat
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tafrun atatt Z
(dua) semester.

Pasal 8

Demikian Perjanjian Izin Belqjar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam),
rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas
bermeterai untuk PJI{AK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA sedangkan rangkap
selanjutnya ditandatangaai tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk
perguruan tinggr yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGEzu SIPIL
IZIN tsELAJAR,

N"AIIIA LENGXAP
PANGI(AT

NIP.

PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKCTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

NAMA LTNGI(AP
PANGKAT

NIP.

Se,tr

Meterai



KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR...... TAHUN...

TENI'ANG
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BEI,AJAR lIZIN BEI,AJAR"

ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
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LAMPIRAN X
PERATURAN I&'ALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4:r TAHUN 2015
TANGGAL J1 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BE)LAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERT SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;

2. Undang-Undang Nonror 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undeing-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO terrtang
Disiplin PNS;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2074
terrtang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Palarrgka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;

8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian T\rgas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun ... .

tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Ttrgas Belajarllzin
Belajai* Atas Nama..

2. ... (Surat Permohonan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSI(AN:

Menimbang :

Mengingat

Memperhatikan :

KEPUTUSAN WALIKOTA
PERPANJANGAN TUGAS

PALANGKA RAYA TENTANG
BELAJAR IIZTN BELAJAR* ATAS

a.
b.

Menetapkan

NAMA



KESATU

KEDUA

KETIGA

*) Coret Aang tidak perltt

1 sampai untuk
diberikan kepada
sebagaimana mestinya.

diketahui dan ASLI Keputusan ini
untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PEI"ATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Memberi
Nama
NIP

-4L-

Perpanjangan Tugas BelEar /Izin Belajar* kepada :

Fangkat/ Golongan Ruang
Jabatan
Instansi
Program StudilJurusan
Fakultas
Universitas
Lama Perpanjangan/TMT

: Biaya Pendidikan dibebankan kepada.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
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I,AMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR I( TAHUN 2015
TANGGAI, -,': DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOIvIAN PEMBERIAN TUGAS BEI"A"TAR, IZJN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAY.A

KOP SURAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA PAYA
NOMOR : .........

TE)NTANG
PENETAPAN PE}IBATALAN

(TUGAS BELAJAR I I:ZIN BELAJAR*) ATAS NAMA

:4.
b.

: 1.

WALIKOTA PALANGKA RAYI\

Undang-Undang Irlomor 5 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubatr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang
Disiplin PNS;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian T\rgas Relaj ar;
Peraturan Menteri Ealam Negeri Nomor 34 Tahun 2eL2
tentang Pemberian lzin Belajar clan Kenaikan Pangkat
Penyesuaian ljaza,h Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kerrrenterian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalarn Negeri lYomor 35 Tahun 2Ot2
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2AA
tentang Pembentukan Produk F{ukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian T\:gas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasisrva Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaurn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pernberian Ttrgas Belajar danlzin Belajar bagi PNS;

4.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Memperhatikan : 1.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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2. ... ...... (Surat Fermohonan Kepa1a
Satuan Kerja Perangkat Daerah).

KEPUTUSAN
PENETAPAN
ATAS NAMA
I\dembatalkan 1\rgas Belaj ar/ Izin Belajarn sebagai berikut:
Narna
NIP
Pangkat Golongan Ruang
.Iabatan
Instansi
Program Studi/ Ju.rusan/
Fakultas/Universitas
Keputusan Nomor i;;; ;;;j ;; i l;;; ;;i;[?Pr""""
Mengembalikan ke
diterima sebesar
diperlukan).

biaya pendidikan yang telah

;i;;;/;i;;;;il ;;r"," *;;;;SX'"*' 'H"jffiE l':ll
bertentangan dengan ketentuan PerunCang-Undangan yang
berlaku).
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
l.
2.
tr sampai ... untuk diketahrri dan ASLI Keputusan ini diberikan
kepada . untuk dilaksanakan sbbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
ilIP

MEITIUTI'SI(AN :

WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PEMBATALAN (TUGAS BELAJAR /IZIN BELAJAR*)

CI
ALANGKA

*) Coret Aang tidak perlu

RIBAN SATIA

.YA,



Dasar
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LAMPIRAN xII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ,49 TAHUN 2015
TANGGAL 1:1 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOIT{AN PEMBERI,AN TUGAS BEI"fuIAR, IZIN
BELA"IAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Di LINGI(UNGAN PEMERIT'ITAH KOTA P,ALANGKA
RAYA

KOP SURAT

STIRAT KETERANGAN
TEI,,AH MEI{TELESAIKAN PENDIDIKAN (DAN PENGAIOIFAN KEMBALI}*

NOMOR

: 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun .... tentzrng
Penetapan Pegawai Negeri Sipil T\rgas Belqiar/Izin Belajar# Atas
Nama.......

2. .......(Nomor dan Tanggal ljazahl;
3. .............(Surat Permohonan Kepala Sahran

Kerja Perangkat Daerah) ;

Setelah meneliti dokumen yang disampaikan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama
rqP
Pangkat/Gol Ruang
Jabatan
Unit Organisasi

Telah menyelesaikan pendidikan pada :

Jenjang
Prqgap Stqdi/Jurqcail
Fakultas
Lembaga Pendidikan
Tanggal dan Tahun

Terhitung sejak tangg;al diaktifkan kembali sebagai PNS pada (Unit Organisasi)
denganjabatan (JabatanFungsionalUrr'.um/JabatanFungsionalTertentu)*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya, dengan ketentuan Pencanturnan Gelar dan Pengakuan Gelar pada dokumen surat-
menyurat serta Penggunaan Hak-hak Kepegawaian/Ciuil. Elkct ljazah hanya dapat dlgunakan
setelah memenuhl syarat Pengakuan Gelar Akademlk berdasarkan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dengan ditetapkan oleh Keputusan WaUkota Palangka Raya.

" ) Digunakan unhtk TWas Belnj ar
"*) Coret gang tidak perlu

Dikeluarkan di PaJangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PAIANGKA RAYA
SEKRE?ARIS DAERAH/

u.b.
KEPAI.A tsADAN KEFEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PEI,ATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd
Nama Lengkap



Menimbang

Mengingat
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR ,.:1ir TAHUN 2015
TANGGAL T1 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERI,AN TUGAS BELA.JAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGXA RAYA
NOMOR :

TENTANG
PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR

: 1.

:4.
b.

2.

3.

5.

6.

4.

ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kota pradja Palangka Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Urrdang-Undang Nomor 2A Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nornor g rahun 2oog tentang
Wewenang Pengangkatan, pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
Peraturan Pemerintah Nornor s3 Tahun 2olo tentang
Disiplin PNS;
Peraturetn Presiden Nomor t2 Tahun 1961 tentang
Pemberian'lugas Belajar;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2oL2
tentang Pemberian rzin Belajar dan Kenaikan pangkat
Penyesuaian rjazah Pegawai Negeri sipil di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2ol2
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemenntah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2or4
tentang Pembentukan Produk Ftrukum Daerah;
Peraturan Daerah Kota palangka Raya Nomor 1 Tahun
2a15 tentang organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
Peraturan Walikota palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedornan Pemberian T\rgas Be1ajar, lzin BelajarDan Beasisrva Pegawai Negeri sipil cii lingkungln
Pemerintah Kota Palangka Raya.

7.

8.

9.

10.

11.
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Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor .... Tahun ....
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajarllzin
Belajar* Atas Nama... ............;

2. .............(Nornor dan Tanggal ljazah)
3. ..........(Surat Persetujuan Kepala

BKN).

MEMITTUSI{AN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN WALIKCTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR ATAS NAMA

Memberikan
Nama
NIP
Pangkat Golongan Ruang
Jabatan
Instansi
Lulusan Prograrn
Studi/Jurusan/
Fakultas/Universitas

(Hal-hal lain yang
diaturlditambah dalam Keputusan ini sepanjang
bertentangan dengan ketentuan perrrndang-undangan

Pengakuan ljazah dan Pencantuman Gelar kepada :

perlu
tidak
yang

KETIGA
berlaku).
Keputusan ini mulai }:erlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemuclian hari terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
L sampai ... untuk diketahui dan ASLI Keputusan ini diberikan
kepada ..... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIFIAN
KOTA FAI.,ANGKA RAYA,

nd

Nama Leugkap
Pangkat
l[IP

*) Coret Aang tidak perlu


